KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/MK/BC/2026
TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM

Menimbang

STRATEGIS PADUAN BESI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan barang
ekspor atau barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, instansi teknis yang menerbitkan peraturan
larangan atau pembatasan menyampaikan peraturan
sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri
Perdagangan Nomor HK.01.00/347/M-DAG/SD/05/2026
tanggal 29 Mei 2026 tentang Penyampaian Salinan
Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor, telah
menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17
Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap
Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau
Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk
Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan
Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan
Besi;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2 -

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020
tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang
Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1208);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN
2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS PADUAN BESI

Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan
ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17
Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi.

Menetapkan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas
Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan daftar

barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, diberlakukan juga terhadap:

a. pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
ke Luar Daerah Pabean;

b. pengeluaran barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
ke Luar Daerah Pabean; dan

c. pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB),

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur
barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dicabut dan
terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan
pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, kelompok komoditas
berupa Paduan Besi sebagaimana tercantum dalam:

a. baris nomor 1013 sampai dengan baris nomor 1018; dan
b. baris nomor 1021 sampai dengan baris nomor 1028,

pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
24/MK/BC/2026 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk
Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan,;

3. Kepala Lembaga National Single Window;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan para
Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

5. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;
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6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; dan

9. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan para
Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

DJAKA BUDHI UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF


http://31 Mei 2026
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http://PENANDATANGAN
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/MK/BC/2026
TENTANG
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS PADUAN BESI

ID Kode | Kode . . . Spesifikasi | Tanggal | Tanggal Flag .
No HS Code Lartas | 0GA Izin Uraian Izin No. KEP Uraian Barang Wajib Awal Akhir Komoditas Komoditas Ket.
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri
Pengolahan dan/atau Fero mangan )
1 Ex. ) 01 ) . ; Perdagangan RI dencan kadar > ) 1 Juni ) 1 [PRODUK
7202.11.00 Pemurnian - Mineral Logam | Nomor 17 Tahun i = 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / |50 60% Mn
Surat Keterangan
Laporan Surveyor (LS) Mulai tanggal 1 Januari
Produk Pertambangan Hasil |5 . Menteri 2027 hanya dapat diekspor
Pengolahan dan/atau eraturan Vienteti fperq mangan . oleh BUMN Ekspor. Dalam
2 Ex. - 01 - i i Perdagangan RI dengan kadar 2 - 1 Juni - 1 [PRODUK hal ekspor tujuan tertentu
7202.19.00 Pemurnian - Mineral Logam | Nomor 17 Tahun & = 2026 PERTAMBANGAN] v
dan Bukan Logam, Batuan / |50 60% Mn oleh BUMN Ekspor atau
Surat Keterangan selalin BUtMN C]fksptor,
eksportasi dapa
Laporan Surveyor (LS) dikecualikan dari
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri |Logam paduan pemenuhan Laporan
5 Ex. o1 Pengolal.'lan daI.l/ atau Perdagangan RI (alloy) fero silikon 1 Juni . [PRODUK Surveyor tanpa atau dengan
7202.29.00 - " |Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun  |dengan kadar > ) 2026 - PERTAMBANGAN]| dokumen pengecualian
dan Bukan Logam, Batuan / (5026 75% Fe berupa .surat keter'angan
Surat Keterangan dari Kementerian
Perdagangan.
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri
. [Ex ) o1 _ |Pengolahan dan/atau Perdagangan RI frf;g S;Ek(;’:n - ) 1 Juni ) . [PRODUK
7202.30.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun & & 2026 PERTAMBANGAN]

dan Bukan Logam, Batuan /
Surat Keterangan

2026

kadar = 60% Mn




No HS Code LaI::as Ig().g: I::i(:le Uraian Izin No. KEP Uraian Barang Spc‘e;;j:iill:am TaAr:”gaﬁal T:;ﬁffl Koriiadgitas Komoditas Ket.
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil |Peraturan Menteri |Logam paduan
5 Ex. i 01 i Pengolahan dan/atau Perdagangan RI (alloy) fero kromium ) 1 Juni ) 1 [PRODUK
7202.41.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun dengan kadar = 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / |2026 75% Fe
Surat Keterangan
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri |Logam paduan
6 Ex. ) 01 ) Pengolahan dar.1/ atau Perdagangan RI (alloy) fero kromium ) 1 Juni ) 1 [PRODUK
7202.49.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun ~ |dengan kadar > 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / [9gog 75% Fe
Surat Keterangan
Laporan Surveyor (LS) ' Fero Nikel (FeNi) Mulai tanggal 1 Januari
Produk Pertambangan Hasil . |dalam bentuk 2027 hanya dapat diekspor
Pengolahan dan/atau Peraturan Menteri bongkahan (lumps)
Ex. o Perdagangan RI ’ 1 Juni [PRODUK oleh BUMN Ekspor. Dalam
7 17202.60.00 - 01 - |Pemurnian - Mineral Logam |\ f° * % hun | dalam bentuk - 2026 - 1 PERTAMBANGAN]| hal ekspor tujuan tertentu
e dan Bukan Logam, Batuan / ingot, dengan
g 2026 got, g oleh BUMN Ekspor atau
Surat Keterangan kadar selain BUMN Ekspor,
> 8% Ni eksportasi dapat
Laporan Surveyor (LS) dikecualikan dari
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri llilipp:‘?FFe?\II\?’S on pemenuhan Laporan
g Ex. ] o1 ] iengolaban daljl /atau Perdagangan RI ro l\l?ig(s o ,e FIZNi) ) 1 Juni ) . [PRODUK Surveyor tanpa atau dcingan
7202.60.00 emurnian - Mineral Logam Nomor 17 Tahun pong 2026 PERTAMBANGAN] dokumen pengecualian
dan Bukan Logam, Batuan / [50og dengan kadar > 4% berupa surat keterangan
Surat Keterangan Ni dari Kementerian
Perdagangan.
Laporan Surveyor (LS) Luppen FeNi,
Produk Pertambangan Hasil Peraturan Menteri Nugget FeNi, SpOI‘.l
o [Ex ] o1 _ |Pengolahan dan/atau Perdagangan RI | FeNi (Sponge FeNi) ] 1 Juni ] | [PRODUK
7202.60.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun ~— |dengan kadar 2% < 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / [50og Ni < 4%, dan kadar
Surat Keterangan > 75% Fe
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil Perat Menteri
Pengolahan dan/atau craturan Ven et |Fero molibdenum .
10 Ex. . 01 . . . Perdagangan RI denean kadar > . 1 Juni . 1 [PRODUK
7202.70.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun & = 2026 PERTAMBANGAN]

dan Bukan Logam, Batuan /
Surat Keterangan

2026

75% Fe
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No HS Code LaI::as Iét:}ie I::i(:le Uraian Izin No. KEP Uraian Barang Spe‘:;;giill:am T;‘:’fﬁal TZE%?:I Korﬂiadgi tas Komoditas Ket.
Laporan Surveyor (LS) Logam paduan
Produk Pertambangan Hasil |peraturan Menteri |(alloy) fero-tungsten
11 Ex. ) 01 ) Pengolahan daljl/ atau Perdagangan RI dan fero- ) 1 Juni ) 1 [PRODUK
7202.80.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun |silikontungsten 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / 2026 dengan kadar >
Surat Keterangan 75% Fe
Laporan Surveyor (LS) Mulai tanggal 1 Januari
Produk Pertambangan Hasil . 2027 hanya dapat diekspor
Pengolahan dan/atau Peraturan Menteri |pe.; titanium oleh BUMN Ekspor. Dalam
12 Ex. ) 01 ) P g . ; Perdagangan RI denean kadar > ) 1 Juni } 1 [PRODUK ) por.
7202.91.00 emurnian - Mineral Logam Nomor 17 Tahun g ) - 2026 PERTAMBANGAN] hal ekspor tu]uan tertentu
dan Bukan Logam, Batuan / [9026 65% Ti oleh BUMN Ekspor atau
Surat Keterangan selain BUMN Ekspor,
eksportasi dapat
Laporan Surveyor (LS) dikecualikan dari
Produk Pertambangan Hasil |5, 4000 ponter Fero- pemenuhan Laporan
13 Ex. ) 01 ) Pengolaban dar'l/ atau Perdagangan RI silikontitanium ) 1 Juni ) 1 [PRODUK Surveyor tanpa atau dengan
7202.91.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun ~ |dengan kadar > 2026 PERTAMBANGAN]| dokumen pengecualian
dan Bukan Logam, Batuan / [50og 75% Fe berupa surat keterangan
Surat Keterangan dari Kementerian
Perdagangan.
Laporan Surveyor (LS)
Produk Pertambangan Hasil Perat Menteri
Pengolahan dan/atau cratutan Ven et |Fero-vanadium .
14 Ex. _ 01 . . ; Perdagangan RI denean kadar > ) 1 Juni ) 1 [PRODUK
7202.92.00 Pemurnian - Mineral Logam |Nomor 17 Tahun & = 2026 PERTAMBANGAN]
dan Bukan Logam, Batuan / [9006 75% Fe
Surat Keterangan
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

DJAKA BUDHI UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



http://pejabat/

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/MK/BC/2026

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS PADUAN

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman

https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

DJAKA BUDHI UTAMA

BESI
ID Kode | Kode . . . Spesifikasi | Tanggal | Tanggal Flag .
No HS Code Lartas | OGA | Izin Uraian Izin No. KEP Uraian Barang Wajib Awal Akhir Komoditas Komoditas Ket.
Mulai tanggal 1 Januari
Peraturan Menteri 1 Juni [PRODUK 2027 hanya dapat
1 7202.50.00 - 01 - Surat Keterangan |Perdagangan RI Nomor 17 |[- Fero-silikon-kromium - 2026 - 1 PERTAMBANGAN diekspor oleh BUMN
Tahun 2026 ] Ekspor. Dalam hal
ekspor tujuan tertentu
oleh BUMN Ekspor atau
selain BUMN Ekspor,
Peraturan Menteri . eksportasi dapat
.y 1 Juni [PRODUK : . .
2 7202.93.00 - 01 - Surat Keterangan |Perdagangan RI Nomor 17 |[- - Fero-niobium - 2026 - 1 PERTAMBANGAN] dikecualikan dari
Tahun 2026 pemenuhan Laporan
Surveyor tanpa atau
dengan dokumen
. pengecualian berupa
Peraturan Menteri . .
. . 1 Juni [PRODUK surat keterangan dari
3 7202.99.00 - 01 - Surat Keterangan |Perdagangan RI Nomor 17 |- - Lain-lain - 2026 - 1 PERTAMBANGAN] Kementerian
Tahun 2026
Perdagangan.
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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